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ABSTRAK 

Pajak Air Tanah tergolong ke dalam official assessment atau jenis pajak yang 
pemungutannya dilakukan berdasarkan penetapan oleh otoritas pajak. Penelitian 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota 
Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 dan faktor penghambatnya. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori George Edward III. 
Informan penelitian terdiri dari Kepala Sub Bagian Bidang Pajak Daerah, Petugas 
Pajak Air Tanah dan masyarakat yang terdaftar dan yang tidak lagi terdaftar sebagai 
wajib pajak air tanah. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data 
yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa indikator komunikasi dan sumberdaya belum berjalan optimal sedangkan 
disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dan optimal. Faktor 
penghambat implementasi ini adalah sosialisasi peraturan daerah belum merata 
keseluruh wajib pajak, staf dan fasilitas yang belum memadai, minimnya 
transparansi perhitungan pajak, kesadaran beberapa wajib pajak yang masih lemah 
dalam hal melakukan pelaporan pemberhentian usaha serta bunga pajak yang cukup 
tinggi bagi usaha yang tidak beroperasi secara konsisten dan tertunggak dalam 
kurun waktu yang lama.  
 
Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Daerah; Pajak Air Tanah 
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1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1       Latar Belakang 

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dimana dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah didorong 

untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung 

pembiayaan pengeluaran daerah.  

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat berbagai 

ketentuan mengenai pemerintahan daerah termasuk konsep desentralisasi. 

Dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi 

oleh pemerintah   kepada   daerah   otonom memberikan  kesempatan  bagi  suatu 

daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, mengatur, membenahi    dan    

menggali    potensi daerah   tersebut   untuk   kepentingan masyarakatnya. Daerah 

memiliki kewenangan  atas  kebijakan  lokal  dan menjadi ruang bagi pemerintah 

daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilki. 

Kesanggupan pemerintah daerah dalam menggali pengoptimalan 

penerimaan daerah diharapkan mampu berjalan maksimal karena itu adalah kunci 

dari kelancaran pelaksanaan kebijakan otonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 9 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 25/6/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/6/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Erna Lupita Sigalingging - Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang...



2 
 

Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dalam menjalankan 

kebijakan otonomi mempunyai sumber penerimaan daerah yang berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain.  

Salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh setiap daerah adalah 

air. Air merupakan sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam 

kehidupan manusia. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri memberikan jaminan 

untuk warga negara Indonesia agar mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, 

pengelolaan air atau air tanah sebagai barang publik memperhatikan faktor 

pengendalian atas pemanfaatan dengan menetapkan sumber daya air sebagai 

penerimaan negara yakni Pajak Air Tanah.  

Pajak Air Tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam regulasi tersebut yang 

dimaksud air tanah adalah air yang terdapat di lapisan tanah atau bebatuan yang 

terdapat di permukaan tanah. Sedangkan pajak air tanah adalah pajak atas 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Jadi, secara sederhana pajak air tanah 

dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan/pemboboran 

atau pemanfaatan air tanah. 

Pajak Air Tanah merupakan potensi bagi penerimaan Pendapatan Daerah. 

Usaha yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan Pajak Air Tanah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah yakni dengan fokus pada intensifikasi dan ekstensifikasi 

pajak. Intensifikasi pajak mencakup peningkatan efektivitas pemungutan, 
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pengawasan, serta optimalisasi sistem administrasi pajak agar lebih tertib dan 

transparan. Ekstensifikasi pajak melibatkan perluasan basis pajak, seperti 

menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar, meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak, serta menggali potensi pajak yang belum dimanfaatkan secara maksimal.  

Kota Tebing Tinggi yang dikenal sebagai “Kota Lemang”  merupakan salah 

satu kota persinggahan yang diapit oleh beberapa kota besar seperti Kota Medan 

dan Kabupaten Deliserdang di Provinsi Sumatera Utara. Kota kecil ini terdiri dari 

5 kecamatan dan 35 kelurahan dengan luas mencapai 31,00 km². Dengan rata-rata 

jumlah penduduk sebesar 174.323 jiwa, kota ini memiliki potensi ekonomi yang 

mempengaruhi penerimaan pajak, termasuk pajak air tanah.  

Berdasarkan Laporan Akhir Pajak Air Tanah Kota Tebing Tinggi Tahun 

2024 kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing 

Tinggi tahun 2023 hanya sebesar 0,19%, tetapi penerapannya tetap penting untuk 

mengontrol pemanfaatan sumber daya air agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan. 

Pengenaan pajak ini mendorong pengambilan air tanah yang lebih terkontrol, 

menjaga ketersediaan sumber daya air untuk kebutuhan jangka panjang, serta 

mencegah dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat. Peraturan Daerah 

Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah menjadi dasar hukum dalam pemungutan Pajak Air Tanah. Berikut tabel 

regulasi terkait Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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Tabel 1. Regulasi Terkait Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

REGULASI 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang 
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh 
Wajib Pajak  
Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 
Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025 

Pelaksanaan implementasi kebijakan pemungutan pajak air tanah di 

beberapa daerah sering mengalami kendala. Penelitian Girsang dan Rengga (2017) 

di Kota Semarang mengungkapkan bahwa kurangnya sosialisasi kepada wajib 

pajak menghambat optimalisasi pemungutan pajak air tanah. Penelitian 

Rorimpandey et al. (2018) di Kabupaten Minahasa Selatan juga menunjukkan 

bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sumber daya yang memadai 

dan pengawasan yang efektif. 

Peningkatan tunggakan pajak jarang sekali dikaji oleh peneliti terdahulu. 

Namun, pada penelitian (Fauziyah & Sriharyani, 2020) ditegaskan bahwa 

pengelolaan otonomi daerah tidak terlepas dari sumber pembiayaan untuk 

pendapatan daerah berupa pajak daerah. Pembangunan sebagai indikator 

keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh keuangan daerah yang salah 

satunya berasal dari pajak daerah yang masuk ke kas daerah setempat.  
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Tingginya angka tunggakan Pajak Air Tanah juga menunjukkan adanya 

tantangan dalam pengelolaan pajak daerah, seperti rendahnya kesadaran dan 

kepatuhan wajib pajak, kurang efektifnya mekanisme pengawasan dan penagihan, 

serta sumber daya yang belum memadai. Jika tidak ditangani dengan serius, 

masalah tunggakan pajak ini dapat menimbulkan efek berantai, mulai dari defisit 

anggaran hingga ketidakmampuan daerah dalam memberikan layanan publik yang 

optimal. Pada akhirnya, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah daerah dan memperlambat kemajuan Pembangunan. Berikut tabel 

target, realisasi dan tunggakan Pajak Air Tanah Kota Tebing Tinggi selama tahun 

2020-2023. 

Tabel 2. Realisasi & Tunggakan Pajak Air Tanah Tahun 2020 s.d 2023 
NO TAHUN TARGET REALISASI TUNGGAKAN 
1. 2020 105.000.000 107.994.243  29.009.580  
2. 2021 115.000.000 122.383.404  22.894.300  
3. 2022 121.000.000 132.783.317  37.940.887  
4. 2023 175.000.000 182.847.344  55.769.565  

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing 
Tinggi, 2024 

Berdasarkan tabel realisasi dan tunggakan Pajak Air Tanah tahun 2020-

2023 dapat disimpulkan bahwa realisasi Pajak Air Tanah melampaui target yang 

ditentukan dalam pertahun. Namun, dibalik itu terdapat tunggakan wajib pajak 

yang cukup banyak yang belum dibayarkan. Pada tahun 2020 tunggakan pajak 

sebesar Rp. 29.009.580 kemudian mengalami penurunan tunggakan pada tahun 

2021 menjadi Rp. 22.894.300 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2022 

hingga 2023 menjadi Rp. 55.769.565. Peningkatan tunggakan sejalan dengan 

peningkatan target yang ingin dicapai oleh BPKPD Kota Tebing Tinggi. 
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Mekanisme yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam pemungutan Pajak Air Tanah 

melibatkan pengambilan tunggakan dari bulan sebelumnya sebagai bagian dari 

strategi untuk mencapai target realisasi pajak tahunan. Dengan demikian, 

meskipun realisasi pajak terlihat melebihi target secara nominal, sebagian besar 

dari peningkatan ini berasal dari pembayaran tunggakan oleh wajib pajak dan 

bukan hanya dari pendapatan pajak yang baru dibayar.  

Wajib pajak yang mengalami tunggakan akan dikenakan sanksi sebesar 

2% per bulan. Jika pajak bulan pertama tidak dibayar hingga bulan berikutnya, 

maka pajak bulan pertama akan digabung dengan pajak bulan kedua, dan jumlah 

tersebut akan dikenakan denda tambahan sebesar 2%. Jika kewajiban ini kembali 

tidak dibayarkan pada bulan berikutnya, maka total tunggakan (pajak bulan 

pertama dan kedua yang telah dikenakan denda) akan digabung dengan pajak 

bulan ketiga dan kembali dikenakan denda sebesar 2%, dan begitu seterusnya. 

Tunggakan pajak biasanya paling banyak dialami oleh wajib pajak yang 

usahanya beroperasi secara tidak menentu, seperti yang kadang buka atau tutup, 

serta yang telah tutup secara permanen tetapi tidak melaporkannya kepada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. 

Ketidaktahuan atau kelalaian dalam melaporkan status usaha ini yang 

menyebabkan akumulasi tunggakan pajak dan denda yang semakin besar. 

Dinamika peningkatan tunggakan Pajak Air Tanah di Kota Tebing 

Tinggi selama periode 2020-2023 diiringi dengan penurunan jumlah Wajib 
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Pajak Air Tanah dalam beberapa tahun. Berikut jumlah wajib Pajak Air Tanah 

Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2023. 

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak PAT Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2023 
NO TAHUN JUMLAH WAJIB PAJAK JUMLAH 

AKTIF TIDAK AKTIF TUTUP 
1. 2020 52 - 5 57 
2. 2021 47 - 12 59 
3. 2022 45 - 14 59 
4. 2023 44 - 15 60 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing 
Tinggi, 2024 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah wajib Pajak Air Tanah pada tahun 2020, 

yang awalnya tercatat sebanyak 52 wajib pajak mengalami penurunan secara 

bertahap hingga tahun 2023 menjadi 44 wajib pajak. Penurunan ini disebabkan 

karena banyaknya wajib pajak air tanah yang tutup usaha. Penutupan usaha tersebut 

dikarenakan penurunan omset penjualan dan jasa sehingga gulung tikar. Wajib 

pajak yang tutup pada tahun terakhir yakni tahun 2023 sebanyak 15 wajib pajak.  

Peningkatan tunggakan mencerminkan perlunya kajian mendalam terhadap 

kebijakan pemungutan pajak. Hal ini menjadi landasan mendasar bagi peneliti 

dalam meneliti implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak daerah dan 

Retribusi Daerah. Penelitian ini diperlukan untuk mengkaji bagaimana kebijakan 

mampu mengatasi permasalahan tunggakan dan memastikan pencapaian target 

penerimaan yang optimal, sembari menjaga keberlangsungan kepatuhan wajib 

pajak dalam jangka panjang di Kota Tebing Tinggi. 

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor 

penghambat yang dihadapi selama implementasi serta potensi perbaikan yang dapat 
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dilakukan. Pemahaman mendalam tentang penerapan pajak air tanah juga dapat 

memberikan gambaran mengenai bagaimana pajak ini berkontribusi terhadap 

pembiayaan pembangunan daerah dan bagaimana masyarakat merespons 

pengenaan pajak ini. 

Berdasarkan permasaalahan diatas, penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah Di 

Kota Tebing Tinggi ”. 

1.2       Rumusan Masalah  

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Daerah Di 

Kota Tebing Tinggi? 

2. Apa saja faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam 

Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kota Tebing Tinggi? 

1.3       Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak 

Air Tanah Di Kota Tebing Tinggi. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam 

Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kota Tebing Tinggi. 
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1.4  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:  

1.4.1  Manfaat Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan pengembangan ilmu 

administrasi publik, menambahkan literatur mengenai bagaimana 

pengimplementasi pajak air tanah serta memberikan kontribusi berharga untuk 

penelitian selanjutnya. Studi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang 

implementasi pajak air tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan 

Daerah agar tepat sasaran dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Selain itu, pengetahuan dari perkuliahan di Universitas Medan Area dalam bidang 

administrasi publik diterapkan dalam penelitian ini.  

1.4.2  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pembaca dan 

menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian ini juga sangat 

relevan bagi Provinsi Sumatera Utara untuk mengevaluasi kinerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. 

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

memperluas wawasan tentang implementasi pajak air tanah berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota 

Tebing Tinggi serta menajdi pembelajaran berharga untuk mengapresiasi ilmu 

pengetahuan dalam bidang administrasi publik. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1  Kebijakan Publik  

Kebijakan publik sebagai ilmu administrasi, menggambarkan keputusan 

pemerintah untuk setiap aktivitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan 

publik menurut Amir Santoso meliputi tindakan pemerintah dengan tujuan dan 

maksud tertentu dan dampaknya dapat diramalkan (Winarno, 2014). Penjelasan 

Thomas Dye (1981) tentang kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah dalam 

melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan dalam mencarikan solusi 

permasalahan publik (Subarsono, 2020).   

Menurut Keban dalam Muda & Aulia (2022:17) kebijakan publik dapat 

dipahami dari berbagai perspektif, yaitu sebagai konsep filosofis, sebagai hasil 

akhir atau produk, sebagai sebuah proses, serta sebagai kerangka kerja untuk 

tindakan. Kebijakan publik sebagai konsep filosofis adalah prinsip atau kondisi 

yang diinginkan, sedangkan sebagai produk, kebijakan merupakan kesimpulan atau 

rekomendasi. Sebagai proses, kebijakan membantu organisasi memahami 

harapannya melalui program dan mekanisme untuk mencapai hasil. Sebagai 

kerangka kerja, kebijakan melibatkan negosiasi dalam merumuskan isu dan metode 

pelaksanaannya. 

Tujuan kebijakan publik, menurut Hallsworth, Parker dan Rutter (2011) 

terdiri dari dua tahap, pertama langkah formulasi masalah yaitu mengumpulkan 

masalah yang terjadi, identifikasi faktor penyebab dan peran pemerintah untuk 
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mencarikan alternatif penyelesaian. Kedua, langkah penetapan kebijakan yaitu 

langkah pemerintah untuk mengelompokkan dan melakukan analisis atas informasi 

dan pilihan penyelesaian atas permasalahan sehingga pilihan terbaik atas kebijakan 

dapat diputuskan serta diterapkan (Widyaningtyas, 2020). 

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual 

yang dilakukan dalam proses kegiatan yang ada pada dasarnya bersifat politis. 

Menurut Dunn dalam Kadji (2008:8) proses kebijakan publik tak lepas dari filsafat 

teori sistem yang mempertimbangkan bahwa setiap tahapan kebijakan pasti 

berdimensi input, process, output, dan outcome. Bahwa proses kebijakan publik itu 

baik dalam tahapan formulasi, implementasi maupun evaluasi kebijakan publik 

seharusnya memperhatikan apa yang menjadi input, process, output dan outcome 

dari kebijakan publik itu sendiri.  

Tahap-tahap kebijakan publik terdiri dari tahap penyusunan agenda, tahap 

formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan 

tahap evaluasi kebijakan. Sementara Ramesh dalam Kadji (2008:14) menyatakan 

bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:  

1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah 

bisa mendapat perhatian dari pemerintah.  

2. Formulasi kebijakan (policy making), yakni proses perumusan pilihan-

pilihan kebijakan oleh pemerintah.  
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3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah 

memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu 

tindakan. 

4.  Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk 

melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.   

5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan 

menilai hasil atau kinerja kebijakan. 

2.2  Implementasi Kebijakan  

2.2.1  Pengertian Implementasi Kebijakan  

Howlett dan Ramesh dalam Agustino (2020:145-146) mendefinisikan 

implementasi kebijakan didefinisikan sebagai proses pelaksanaan program-

program kebijakan, di mana rencana yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam 

tindakan nyata. Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai penerapan isi 

kebijakan ke dalam praktik yang sesuai dengan mandat dari kebijakan tersebut.  

Menurut Wibawa (1994) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan 

sebuah kebijakan atau program yang telah dirumuskan, dengan tujuan 

merealisasikan keputusan yang telah ditetapkan (Syahruddin, 2019). Kemudian, 

Sabatier dalam Agustino (2020:146) mendefinisikan implementasi kebijakan 

sebagai pelaksanaan keputusan dalam bentuk Undang-Undang, tetapi dapat pula 

dalam berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang 

penting atau pun keputusan badan peradilan.  
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2.2.2  Faktor Penentu Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan 

tidak dapat dipenuhi. Ada beberapa hal yang mengakibatkan satu implementasi 

kebijakan dikatakan efektif atau tidak menurut Agustino (2020:170-177), yaitu: 

1. Penghormatan Masyarakat  

Keberhasilan kebijakan publik bergantung pada penghormatan masyarakat 

terhadap pemerintah yang dianggap sah. Jika pemerintah legitimat, 

masyarakat akan mendukung kebijakan yang dibuat. 

2. Kesadaran Menerima Kebijakan 

Masyarakat berbasis pilihan rasional akan menerima kebijakan publik jika 

dianggap logis dan diperlukan. Namun, mengubah kesadaran publik tetap 

menjadi tantangan bagi pemerintah. 

3. Keberadaan Sanksi Hukum  

Sanksi hukum menjadi faktor penting dalam efektivitas kebijakan, karena 

masyarakat cenderung mematuhi aturan untuk menghindari hukuman atau 

stigma sebagai pelanggar hukum. 

4. Kepentingan Pribadi atau Kelompok 

Subjek kebijakan, baik individu maupun kelompok, sering mendukung 

kebijakan yang memberi mereka keuntungan langsung. Efektivitas 

kebijakan dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan dari subjek kebijakan 

tersebut. 

 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 25/6/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/6/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Erna Lupita Sigalingging - Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang...



14 
 

5. Bertentangan Dengan Nilai Yang Ada  

Implementasi kebijakan bisa tidak efektif jika bertentangan dengan nilai-

nilai lokal. Penolakan ini menunjukkan bahwa kebijakan harus selaras 

dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat agar berhasil. 

6. Keanggotaan Dalam Suatu Organisasi  

Kepatuhan terhadap kebijakan dipengaruhi oleh keanggotaan subjek 

kebijakan dalam suatu organisasi. Jika organisasi mendukung kebijakan, 

subjek cenderung patuh. Sebaliknya, jika organisasi menolak, kebijakan 

sulit diterima meskipun bermanfaat.  

7. Wujudnya Kepatuhan Selektif  

Tidak semua subjek kebijakan mematuhi aturan pemerintah secara 

konsisten. Hal tersebut menggambarkan kepatuhan selektif, yang 

memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. 

8. Waktu  

Efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor waktu. 

Masyarakat cenderung menolak kebijakan yang bertentangan dengan 

kepentingan mereka, tetapi seiring waktu, kebijakan tersebut bisa diterima. 

9. Sosialisasi  

Sosialisasi penting untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan 

pemerintah, tanpa sosialisasi yang baik, tujuan kebijakan sulit tercapai. 
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10. Koordinasi Antar Lembaga 

Implementasi kebijakan melibatkan banyak pemangku kebijakan dan 

stakeholder, sehingga koordinasi menjadi kunci dalam menilai 

keefektifannya. 

2.2.3  Tahapan Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses 

menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya 

implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan 

tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. 

George Edward III dalam Agustino (2020:154-158) mengemukakan empat 

indikator yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: 

1. Komunikasi  

Komunikasi sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan publik. Penerapan komunikasi yang efektif dapat 

dilakukan apabila para pemangku kebijakan harus sudah mengetahui apa 

yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga metrik yang digunakan untuk 

mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu:  

a. Transmisi  

Komunikasi yang baik menghasilkan implementasi yang baik pula. 

Namun, miskomunikasi sering terjadi karena banyaknya tingkatan 

birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.  
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b. Kejelasan  

Komunikasi kepada pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak 

ambigu. Meskipun ketidakjelasan pesan tidak selalu menghambat 

implementasi, pelaksana memerlukan informasi yang jelas agar 

dapat mencapai tujuan kebijakan dengan efektif. 

c. Konsistensi  

Perintah dalam komunikasi harus konsisten sebab jika sering 

berubah dapat menyebabkan kebingungan bagi pelaksana. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya penting untuk mendapatkan implementasi kebijakan yang 

baik. Indikator yang menunjukkan pengaruh sumber daya terhadap 

implementasi kebijakan meliputi: 

a. Staf 

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau 

sumber daya manusia (SDM). Kegagalan sering disebabkan oleh 

kurangnya jumlah atau kompetensi staf. Penambahan staf tidak 

cukup karena diperlukan juga keahlian dan kemampuan yang sesuai 

untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. 

b. Informasi  

Dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki dua bentuk: (i) 

informasi tentang pelaksanaan kebijakan, di mana implementor 

perlu memahami tindakan yang harus diambil dan (ii) informasi 

mengenai kepatuhan pelaksana terhadap peraturan pemerintah. 
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Tujuannya adalah agar implementor dapat memastikan semua pihak 

mematuhi hukum. 

c. Wewenang  

Wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. 

Kewenangan memberikan legitimasi kepada pelaksana dalam 

melaksanakan kebijakan. Tanpa wewenang, kekuatan implementor 

tidak diakui, yang dapat menggagalkan implementasi kebijakan. 

d. Fasilitas 

Fasilitas fisik juga penting dalam implementasi kebijakan. 

Meskipun implementor memiliki staf, pemahaman, dan wewenang, 

tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai suatu 

implementasi tidak akan berhasil. 

3. Disposisi  

Disposisi pelaksana kebijakan merupakah salah satu indikator penting 

dalam implementasi kebijakan publik. Agar kebijakan berjalan efektif, 

pelaksana perlu memahami dan memiliki kemampuan dalam sehingga 

dalam dalam praktiknya tidak terjadi bias. Terdapat dua elemen yang perlu 

diperhatikan pada indikator ini, yaitu: 

a. Pengangkatan Birokrat 

Sikap pelaksana dapat menghambat implementasi kebijakan jika 

mereka tidak melaksanakan keputusan pejabat tinggi. Oleh karena 

itu, pemilihan personil harus berfokus pada individu yang 

berdedikasi pada kebijakan dan kepentingan warga. 
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b. Insentif Pelaksana 

Salah satu cara untuk mengatasi kecenderungan pelaksana adalah 

dengan memanipulasi insentif. Karena orang cenderung bertindak 

sesuai kepentingan pribadi, insentif yang tepat dapat mendorong 

pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik demi 

memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi mereka. 

4. Struktur Birokrasi  

Indikator terakhir yang sangat menentukan keberhasilan adalah struktur 

birokrasi. Meskipun sumber daya dan keinginan pelaksana ada, kebijakan 

bisa gagal akibat kelemahan birokrasi. Kebijakan kompleks memerlukan 

adanya kerjasama. Jika struktur birokrasi tidak mendukung maka sumber 

daya menjadi tidak efektif dan kurang termotivasi sehingga dapat 

menghambat pelaksanaan kebijakan.  

Terdapat dua karakteristik struktur birokrasi atau organisasi, yaitu: 

a. Standar Operating Prosedures (SOP) 

Winarno (2005:150) menyatakan bahwa Standard Operational 

Procedure (SOP) berkembang dari tuntutan internal akan kepastian 

waktu, sumber daya, serta kebutuhan penyeragaman dalam 

organisasi kerja yang kompleks dan luas. SOP digunakan untuk 

menangani keadaan umum di sektor publik dan swasta, 

mengoptimalkan waktu, menyeragamkan tindakan pejabat dalam 
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organisasi serta meningkatkan fleksibilitas dan kesamaan dalam 

penerapan peraturan. 

b. Fragmentasi  

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab kebijakan ke 

beberapa badan yang memerlukan koordinasi. Semakin besar 

kebutuhan koordinasi, semakin kecil kemungkinan keberhasilan 

kebijakan. 

2.3  Pajak  

2.3.1  Pengertian Pajak  

Menurut Beauliaeu, pajak adalah kontribusi yang dipaksakan oleh otoritas 

publik, baik langsung maupun tidak, dari penduduk atau barang untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah. Smeets mendefinisikan pajak sebagai kewajiban kepada 

pemerintah yang diatur oleh norma-norma umum, yang dapat dipaksakan tanpa 

adanya imbalan individual (Boediono, 2000). 

Kemudian, Djajadinigrat mengemukakan pajak adalah suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, 

kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 

hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, 

tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk kesejahteraan 

umum (Hamidah, et al., 2023). 

Adriani dalam Boediono (2000:8) mengatakan bahwa pajak adalah iuran 

kepada negara (dapat dipaksakan) dan yang terutang oleh yang wajib membayarnya 
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menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali dan yang 

langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum pemerintah.  

2.3.2  Fungsi Pajak  

Menurut Mardiasmo (2016:4) ada dua fungsi dari pajak, yaitu: 

1. Fungsi  anggaran  (budgetair) 

Pajak  berfungsi  sebagai  salah  satu  sumber  dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi  mengatur  (cregulerend) 

Pajak memiliki fungsi  sebagai  alat  yang tentunya berguna  untuk  

melaksanakan  serta  mengatur kebijaksanaan  pemerintah  dalam hal  

ini pada bidang sosial dan ekonomi. 

2.3.3  Azas-Azas Pemungutan Pajak  

Adam Smith dalam Brotodihardjo (1993:27) mengemukakan beberapa 

azas-azas yang dinamai “The Four Maxims”, yaitu:  

1. Azas Equality  

Dalam azas "equality," negara tidak boleh mendiskriminasi wajib pajak, 

sehingga semua wajib pajak dalam kondisi yang sama harus dikenakan 

pajak yang setara. 
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2. Azas Certainty  

Dalam azas ini yang penting adalah kepastian hukum mengenai subjek, 

objek, besaran pajak, dan waktu pembayaran. Azas ini merupakan prinsip 

yuridis dalam pemungutan pajak. 

3. Azas Convenient 

Azas convenient ini merupakan prinsip finansial dalam pemungutan pajak. 

Pajak sebaiknya dipungut pada waktu yang tepat, yaitu saat wajib pajak 

memiliki kemampuan finansial untuk membayar. 

4. Azas Efesiensi  

Azas ini merupakan azas ekonomis dalam pemungutan pajak. Azas efisiensi 

menetapkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara hemat, agar 

biaya pemungutan tidak melebihi jumlah pajak yang dihasilkan. 

2.3.4  Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Kadir (2009:18) dalam hukum pajak dikenal (tiga) macam 

pemungutan pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan yaitu yang dinamakan 

sistem nyata,  sistem fiktif dan sistem campuran. Sistem ini harus diatur secara jelas 

dalam undang-undang perpajakan dan wajib diikuti oleh fiskus serta wajib pajak 

tanpa penyimpangan.. 

1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 

Pajak dikenakan pada obyek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan 

dilakukan setiap akhir tahun, yakni setelah penghasilan sesungguhnya 

diketahui.  
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2. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)  

Pajak yang dikenakan pada suatu anggaran diatur oleh undang-undang. 

Misalnya, ketika pengahasilan satu tahun dianggap sama dengan 

penghasilan tahun lalu sehingga awal tahun berikutnya sudah dapat di 

tentukan pajak terutang untuk tahun berjalan.  

3. Stelsel Campuran  

Stelsel campuran adalah gabungan stelsel anggapan dan stelsel nyata. Pada 

awal tahun, besaran pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian 

pada akhir tahun besaran pajak disesuaikan dengan keadaan yang 

sebenarnya. Ketika besaran pajak menurut kenyataan melebihi dari pajak 

menurut anggapan makan Wajib pajak harus menambah. Sebalikanya, jika 

lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

2.3.5  Tarif Pajak 

Menurut Boediono (2000:27) secara garis besar perpajakan mengenal empat 

tarif yang dikemukakan oleh yaitu:  

1. Tarif Progresif  

Tarif progresif adalah tarif yang semakin tinggi dasar pengenaannya 

semakin tinggi pula persentasenya, sehingga meng- hasilkan jumlah beban 

pajak yang jauh lebih tinggi. 

2. Tarif Degresif  

Tarif pajak yang degresif merupakan kebalikan dari tarif pajak progresif, 

yaitu semakin tinggi dasar pengenaannya, semain rendah persentase 

tarifnya. 
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3. Tarif Proporsional  

Tarif proporsional, disebut juga Tarif Sebanding, atau Tarif terutang 

Sepadan, yaitu Tarif pajak yang semakin tinggi dasar pengenaannya 

semakin tinggi pula beban pajak yang terutang. 

4. Tarif Tetap  

Suatu tarif yang tidak dapat dipengaruhi oleh dasar pengenaannya, seperti 

yang dianut oleh perundang-undangan Bea Materai. 

2.3.6  Hambatan Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2009:8), bahwa hambatan terhadap pemungutan pajak 

dapat dikelompokkan menjadi:  

1. Perlawanan pasif  

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya 

sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:  

1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.  

2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan tidak 

baik.  

2. Perlawanan aktif  

Pelawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya 

antara lain:  

1) Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar Undang-undangg 
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2) Tax evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar 

Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat 

terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal 

yang demikian timbul perlawanan terhadap pajak. 

2.3.7  Pajak Daerah  

Menurut Darwin (2010:100) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. 

Menurut Siahaan (2016:10) yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib 

yang dilakukan oleh daerah kepada individu atau badan tanpa imbalan langsung 

sebanding, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku untuk mendukung biaya pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Menurut Dwikora (2019:16) menyatakan pajak daerah adalah pajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan 

dipungut oleh aparatur pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam Anggaran 

Pendapatan Daerah untuk digunakan membiayai rumah tangga daerah.  

Davey mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai: 

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan aturan sendiri 

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarif 

ditetapkan oleh pemerintah daerah 

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah  
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4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi 

hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau 

dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah (Anggoro, 2017). 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah pasal 2 angka (1) dan (2), pajak dibagi menjadi dua jenis. Yakni 

pajak yang dipungut oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut pembagian jenis 

Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas:  

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

d. Pajak Air Permukaan 

e. Pajak Rokok 

2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 25/6/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/6/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Erna Lupita Sigalingging - Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang...



26 
 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

2.3.8    Pajak Air Tanah  

Menurut Agus Purwanto (2004:125)  pajak air tanah adalah pajak atas 

pengambilan dan/atau pemanfaat air tanah untuk digunakan pribadi atau badan 

kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, 

serta peribadatan. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan atau 

air yang berasal dari batuan dibawah permukaan tanah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 33 dan 

34, diatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Air Tanah merupakan 

pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah 

yang dimaksud adalah air yang berada di lapisan tanah atau batuan di bawah 

permukaan tanah. Pernyataan tersebut juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 

Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

pasal 1 angka 35 dan 36. 

2.3.9  Objek, Subjek, Sanksi dan Wajib Pajak Air Tanah  

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah pasal 34 mengenai objek pajak air tanah adalah 

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Adapun pengecualian objek pajak 

air tanah apabila pengambilan air tanah digunakan sebagai berikut. 
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1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah 

tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, 

keperluan keagamaan, serta keperluan sosial. 

2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur untuk 

kegiatan Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan Paeraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai subjek pajak air tanah, 

adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau 

pemanfaatan Air Tanah. Untuk wajib pajak yang dimaksudkan adalah orang pribadi 

atau pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah untuk kegiatan usahanya dan 

berdasarkan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan 

pemungutan pajak terhadap subjek pajak. 

Dasar pengenaan pajak air tanah ditentukan dari Nilai Perolehan Air Tanah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara Harga Air Baku 

dengan Bobot Air Tanah. Harga Air Baku merupakan penetapan berdasarkan biaya 

pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah. Bobot Air Tanah dinyatakan 

dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut ini : 

a. Jenis sumber air (air tanah/air permukaan) 

b. Lokasi sumber air (tempat usaha atau kepentingan ibadah) 

c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air (usaha/pribadi/keperluan 

sosial seperti tempat ibadah) 

d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (air tanah 20%) 
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e. Kualitas air 

f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air 

Dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi 

pasal 86 angka 1 dan 2, wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan 

SPTPD termasuk wajib pajak air tanah dapat dikenakan sanksi administratif berupa 

denda. Sanksi administratif berupa denda dengan rincian sebagai berikut:  

1. Sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang 

pribadi; dan/atau  

2. sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk Wajib Pajak 

Badan. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Pasal 97 angka 2 menetapkan wajib pajak daerah dan retribusi dikenakan 

sanksi administratif sebesar 2% per bulan atas pajak yang kurang atau terlambat 

dibayar maksimal 24 bulan sejak pajak terutang. Hal ini selaras dengan isi Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang masih berlaku. 

2.4       Penelitian Relevan 

Penelitian Relevan merupakan hasil penelitian yang terdahulu dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian relevan ini menjadi titik tolak 

ukur untuk peneliti dalam melakukan penelitian, berikut merupakan penelitian yang 

relevan. 
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Tabel 4. Penelitian Relevan 
Judul dan 

Nama 
Peneliti 

Teori dan 
Metode 

Penelitian 

 
Hasil 

 
Perbedaan 

Implementasi 
Peraturan 
Daerah Kota 
Semarang 
Nomor 8 
Tahun 2011 
Tentang 
Pajak Air 
Tanah 
(Telaah Pasal 
5 Ayat 5)  
(Girsang, D. 
V., & 
Rengga, A. 
(2017)) 
  

Teori 
Implementasi 
Donald Van 
Metter Dan Carl 
Van Horn, 
meliputi ukuran 
dan tujuan 
kebijakan, 
sumberdaya, 
karakter agen 
pelaksana, 
sikap/kecenderun
gan (disposition) 
para pelaksana, 
komunikasi 
antarorganisasi 
dan aktivitas 
pelaksana, 
ekonomi, sosial, 
dan politik. 
Penelitian ini 
merupakan tipe 
penelitian 
deskriptif 
kualitatif dan 
menggunakan 
teknik 
pengumpulan data 
dengan 
wawancara, 
dokumentasi, 
studi studi 
pustaka, dan 
observasi. 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
implementasi 
peraturan daerah 
terkait pajak 
belum berjalan 
efektif. Hal ini 
dilihat dari dasar 
pengenaan dan 
tarif pajak, tata 
cara pemungutan, 
wilayah 
pemungutan, dan 
perhitungan 
pajak, tata cara 
penetapan, 
pembayaran, 
penagihan pajak, 
keberatan atau 
banding, serta 
sanksi 
administrasi. 
Dalam penelitian 
ini ditemukan 
juga faktor 
pendukung dan 
penghambat yang 
meliputi standar 
badan pendapatan 
daerah Kota 
Semarang, 
sumber daya, 
karakter agen 
pelaksana 
komunikasi 
antarorganisasi, 
dan lingkungan 
ekonomi, sosial 
dan politik. 

- Lokasi  
- Dasar Hukum  
- Teori 
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Judul dan 
Nama 

Peneliti 

Teori dan 
Metode 

Penelitian 

 
Hasil 

 
Perbedaan 

Analisis 
Implementasi 
Kebijakan 
Pajak Air 
Tanah Di 
Kota Bekasi 
(Baringin, A. 
V., & Inayati. 
(2022)) 
 

Penelitian ini 
menggunakan 
teori kebijakan 
Grindlle dengan 
dua indikator, 
yaitu 
Implementasi 
kebijakan dan Isi 
Kebijakan. 
Penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan post-
positivsme 
dengan metode 
kualitatif. 

Pemungutan 
pajak air tanah di 
Kota Bekasi tidak 
berjalan baik 
karena kurangnya 
dukungan dari 
pemerintah 
provinsi, regulasi 
yang tidak sesuai, 
serta lemahnya 
pengendalian dan 
penegakan 
hukum. 
 

- Lokasi  
- Dasar Hukum  
- Teori 

Implementasi 
Proses 
Pemungutan 
Dan 
Kontribusi 
Penerimaan 
Pajak Air 
Tanah Di 
Kabupaten 
Minahasa 
Selatan 
(Rorimpande
y, G. G., 
Kalangi, L., 
& Lambey, 
R. (2018)) 
 

Penelitian ini 
merupakan 
penelitian 
deskriptif. Fokus 
penelitian ini 
adalah penerapan 
proses 
pemungutan pajak 
air tanah, kendala 
dan upaya yang 
dilakukan untuk 
mengetahui 
kendala tersebut 
serta besarnya 
kontribusi pajak 
air tanah. 

Pelaksanaan 
pemungutan pajak 
air tanah di 
Kabupaten 
Minahasa Selatan 
sudah sesuai 
dengan UU 
Nomor 28 Tahun 
2009, namun 
belum 
sepenuhnya 
optimal karena 
kurangnya 
kesadaran 
masyarakat, 
tunggakan pajak, 
dan meteran air 
yang belum 
terpasang 
sepenuhnya. 

- Lokasi  
- Dasar Hukum  
- Teori 

Mekanisme 
Pemungutan 
Pajak 
Pengambilan 
dan  

Teori yang 
digunakan dalam 
penelitian ini 
adalah teori 
Implementasi,  

Implementasi 
kebijakan berjalan 
baik dalam 
komunikasi, 
disposisi, dan 
  

- Lokasi  
- Dasar Hukum  
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Judul dan 
Nama 

Peneliti 

Teori dan 
Metode 

Penelitian 

 
Hasil 

 
Perbedaan 

Pemanfaatan 
Air Tanah di 
Badan 
Pendapatan 
Daerah 
Kabupaten 
Badung 
(Purnamanin
gsih, P. E., & 
Wismayanti, 
K. W. (2023)) 
 

George C. 
Edward III yang 
terdiri dari empat 
elemen yakni, 
komunikasi, 
sumberdaya, 
disposisi, dan 
struktur birokrasi. 
Penelitian ini 
menggunakan 
metode penelitian 
kualitatif.yakni, 
komunikasi, 
sumberdaya, 
disposisi, dan 
struktur birokrasi. 
Penelitian ini 
menggunakan 
metode penelitian 
kualitatif. 

struktur birokrasi, 
namun kurang 
optimal dalam 
sumber daya 
karena 
kekurangan 
petugas untuk 
menangani wajib 
pajak. 

 

Implementasi 
Kebijakan 
Pengelolaan 
Air Bawah 
Tanah Di 
Kota 
Pekanbaru 
Tahun 2012-
2014 
(Syaputra, R. 
(2016)) 

Teori yang 
digunakan dalam 
penelitian ini 
adalah Merilee S. 
Grindle (1980) 
meliputi dua 
indikator yakni isi 
kebijakan dan 
konteks 
implementasi. 
Penelitian ini 
menggunakan 
metode penelitian 
kualitatif. 
 
 

Implementasi 
kebijakan 
pengelolaan air 
bawah tanah di 
Pekanbaru belum 
berjalan dengan 
baik. Hal ini 
disebabkan oleh 
kurangnya 
ketegasan 
pemerintah 
provinsi 
administrasi yang 
membatasi 
motivasi 
pembentukan 
kebijakan, serta 
fokus pemerintah  
yang lebih pada 
retribusi daripada 
kejelasan 
pengelolaan. 

- Lokasi  
- Dasar Hukum  
- Teori 
 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024 
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Penelitian terdahulu dilatarbelakangi oleh realisasi pajak yang tidak 

mencapai target, sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah dan berfokus 

pada proses pemungutan Pajak Air Tanah. Kebaruan dalam penelitian Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi terletak pada fenomena 

peningkatan tunggakan pajak setiap tahun, meskipun realisasi pajak selalu melebihi 

target. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis sejauh 

mana peraturan tersebut mampu memastikan realisasi pajak tetap sesuai target guna 

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi. 

2.5       Kerangka Berpikir  

Uma Sekaran dalam Sugyono (2018:60) mengemukakan bahwa, kerangka 

berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Adapun kerangka pemikiran yang dapat memperkuat penelitian ini yang berjudul 

“Implementasi Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pemungutan Pajak Air Tanah Kota 

Tebing Tinggi”, sebagai berikut: 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan 

pemungutan pajak air tanah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam menetapkan dan memungut pajak air 

tanah kepada masyarakat yang wajib membayarnya. Penelitian ini menggunakan 

teori George Edward III dengan empat ukuran, yaitu: 
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1. Komunikasi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menilai 

seberapa efektif komunikasi antara pemangku kebijakan dalam 

implementasi kebijakan publik kepada wajib pajak serta melihat 

seberapa pahamnya pemangku kebijakan memahami tugas dan 

tanggung jawab mereka. 

2. Sumber Daya, yang dimaksud disini adalah untuk memastikan bahwa 

ketersediaan jumlah dan kompetensi pelaksana kebijakan, wewenang, 

dan fasilitas sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan 

dengan baik. 

3. Disposisi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk 

menganalisis dan menilai sikap pelaksana kebijakan, pemahaman, dan 

komitmen pelaksana kebijakan di lapangan berdasarkan analisis pada 

sistem pengangkatan birokrat dan pemberian insentif, 

4. Struktur Birokrasi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk 

menilai apakah struktur birokrasi baik dari Standar Operasional 

Procedure (SOP) dan pembagian tugas sudah memadai atau belum 

dalam sudah mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024 

Tunggakan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi 
meningkat dari tahun 2020-2023 

 

Menurut George Edward III (1980) 

1. Komunikasi  
2. Sumber Daya 
3. Disposisi 
4. Struktur Birokrasi  

Implementasi Peraturan Daerah Kota 
Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2024 
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air 
Tanah Di Kota Tebing Tinggi 

 

 

 

 

Hambatan yang dihadapi dalam 
pemungutan Pajak Air Tanah di 

Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah Kota Tebing 

Tinggi 

 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan 
Daerah Kota Tebing Tinggi 

Indikator Komunikasi belum optimal 
Sosialisasi belum merata 

Indikator Sumber Daya belum optimal 
Jumlah staf, fasilitas meteran air, dan 
kesadaran beberapa wajib masih kurang 

Indikator Disposisi sudah optimal 
Adanya dukungan dan komitmen yang 
baik dari pelaksana. 

Indikator Struktur Birokrasi sudah 
optimal, SOP dan pembagian tugas 
sudah ada dan jelas. 

 

Soosialisasi peraturan daerah belum 
merata keseluruh wajib pajak, staf dan 
fasilitas yang belum memadai, 
minimnya transparansi perhitungan 
pajak, kesadaran beberapa wajib pajak 
yang masih lemah dalam hal 
melakukan pelaporan pemberhentian 
usaha serta bunga pajak yang cukup 
tinggi bagi usaha yang tidak 
beroperasi secara konsisten dan 
tertunggak dalam kurun waktu yang 
lama. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1       Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Moleong (2000:3) penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata yang tertulis ataupun 

lisan dari orang dan perilaku yang diamati.  

Sugiyono (2018:9) mengemukakan metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti objek dalam kondisi alamiah, bukan eksperimen. Peneliti berperan sebagai 

instrumen utama, data dikumpulkan melalui triangulasi, dianalisis secara induktif, 

dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.  

Penelitian ini menekankan analisis pada proses penarikan kesimpulan 

melalui pengamatan fenomena menggunakan logika ilmiah. Pendekatan ini sesuai 

dengan tujuan penelitian untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pemungutan Pajak 

Air Tanah di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi 

George Edward III yang melibatkan empat indikator yaitu komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 
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3.2       Lokasi dan Waktu Penelitian  

3.2.1    Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana proses penelitian akan 

dilaksanakan. Adapun Lokasi penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak 

Air Tanah Di Kota Tebing Tinggi yaitu di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi, Jl. Gn. Leuseur No. 2, Tj. Marulak, Kec. 

Rambutan, Sumatera Utara. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena 

kurangnya penelitian tentang implementasi peraturan daerah tentang pajak di Kota 

Tebing Tinggi sehingga perlu dilakukan penelitian untuk memecahkan 

permasalahan yang disertakan pada latar belakang. 

3.2.2     Waktu Penelitian  
Tabel 5. Waktu Penelitian 

No Uraian 
Kegiatan 

Sept 
2024 

Okt 
2024 

Nov 
2024 

Des 
2024 

Jan 
2025 

Feb 
2025 

Mar 
2025 

1. Penyusunan 
Proposal 

       

2. Seminar 
Proposal 

       

 3. Perbaikan 
Proposal 

       

4. Pelaksanaan 
Penelitian 

       

5. Seminar 
Hasil 

       

6. Revisi 
Skripsi 

       

7. Sidang 
Meja Hijau 

       

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024 
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3.3.      Informan Penelitian  

Menurut Adiputra (2021:99) informan penelitian merupakan orang yang 

diyakini memiliki pengetahuan luas tentang suatu permasalahan yang sedang 

diteliti, Ada tiga kategori informan penelitian menurut Adiputra (2021:99) yaitu 

sebagai berikut:  

1. Informan Kunci 

Informan kunci adalah seseorang yang secara garis besar memahami 

informasi penting dalam suatu permasalahan yang diangkat oleh 

peneliti. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini 

adalah Ibu Ira Octa Sari Silalahi, S.E Kepala Sub Bagian Bidang Pajak 

Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota 

Tebing Tinggi. 

2. Informan Utama   

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail 

atau terlibat langsung tentang masalah penelitian yang akan dipelajari 

atau diangkat. Adapun yang menjadi informan  utama dalam  penelitian 

ini adalah Bapak Hendra Sutianto selaku Petugas Pajak Air Tanah Badan 

Penglolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. 

3. Informan Tambahan  

Informan tambahan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi 

tambahan sebagai pelengkap data ataupun analisis dalam pembahasan 

penelitian ini. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam 

penelitian ini adalah wajib Pajak Air Tanah yakni Bapak Agustino 
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pemilik usaha Es Kristal, Bapak Hendrik pemilik usaha Hotel Lims, 

Bapak Yantines pemilik usaha Pabrik Mie, Bapak Evan pemilik usaha 

Rizky Water, dan Rusdianto pemilik usaha Sutra Water. 

Tabel 6. Informan Penelitian 
Nama Informan  Uraian Keterangan Jumlah 

(Orang) 
Ira Octa Sari Silalahi, S.E Kepala Sub Bidang 

Bagian Pajak Daerah 
Badan Pengelolaan 

Keuangan dan 
Pendapatan Daerah 
Kota Tebing Tinggi  

 
 

Informan 
Kunci 

 
 

1 Orang  

Hendra Sutianto Petugas Pajak Air 
Tanah Badan 

Pengelolaan Keuangan 
dan Pendapatan 

Daerah Kota Tebing 
Tinggi 

 
 

Informan 
Utama 

 
 

1 Orang  

-Agustino (Pemilik Usaha 
Es Kristal)  
-Hendrik (Pemilik Usaha 
Hotel Lims) 
-Yantines (Pemilik Usaha 
Pabrik Mie) 
-Evan (Pemilik Usaha 
Rizky Water) 
-Rusdianto ( Pemilik 
Usaha Sutra Water) 

 
 
 

Masyarakat Terdaftar 
Sebagai Wajib Pajak 

Air Tanah Kota Tebing 
Tinggi 

 
 
 
 

Informan 
Tambahan 

 
 
 
 

5 Orang 

Jumlah 8 Orang 
Sumber: Diolah Peneliti, 2024 

3.4       Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2018:224) dilakukan pada 

kondisi alamiah yaitu penelitian pada kondisi sosial dalam konteks yang 

sesungguhnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu:  
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1. Observasi  

Menurut Riyanto (2010:96) menyatakan bahwa observasi adalah 

teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung 

atau tidak langsung. Perilaku, gejala alam, dan proses kerja juga dipelajari 

dengan pengamatan. Marshall (1995) menyatakan bahwa melalui observasi, 

peneliti mempelajari perilaku dan makna yang terkait dengan perilaku 

tersebut. Keberhasilan observasi sebagai metode pengumpulan data sangat 

bergantung pada pelaksanaan observasi secara langsung oleh peneliti yang 

kemudian merumuskan kesimpulan dari apa yang diamatinya. 

Metode observasi pada penelitian ini mengamati fenomena-

fenomena yang menjadi objek penelitian Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam 

Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi dan mencatat segala 

informasi yang mempengaruhi objek tersebut untuk mempelajari data-data 

yang diperlukan sebagai panduan analisis topik penelitian. Gambaran 

observasi yang dilakukan yakni mulai dari pengamatan aktivitas di Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi, sarana 

dan prasarana, wajib pajak serta usahanya dan sebagainya yang mendukung 

data penelitian. 

2. Wawancara  

Esterberg dalam Sugiyono (2018:231) mendefinisikan wawancara 

sebagai pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, yang menghasilkan komunikasi dan konstruksi makna 
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tentang suatu topik tertentu. Peneliti telah mempersiapkan pedoman 

wawancara dan melakukan wawancara dengan lima informan, yakni Kepala 

Sub Bidang Bagian Pajak Daerah BPKPD Kota Tebing Tinggi, Petugas 

Pajak Air Tanah BPKPD Kota Tebing Tinggi, dan tiga orang masyarakat 

yang terdaftar sebagai wajib pajak Pajak Air Tanah untuk mendukung 

perolehan data atau informasi penelitian.  

3. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono (2018:240) dokumen adalah catatan peristiwa 

yang telah terjadi dan dapat berupa tulisan (seperti catatan harian, biografi, 

dan kebijakan), gambar (seperti foto dan sketsa), atau karya seni (seperti 

lukisan dan film). Data diatas digunakan untuk mendukung penulisan 

penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di 

Kota Tebing Tinggi. 

3.5       Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sesuai dengan 

penjelasan Sugiyono, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi data, 

menyusunnya ke dalam satuan-satuan, mengategorikan, memeriksa keabsahan, dan 

menafsirkan data untuk menyusun kesimpulan berdasarkan daya nalar penulis.  

Dalam penelitian kualitatif, analisis data memiliki beragam pandangan. Miles dan 

Huberman dalam Idrus (Idrus, 2011)mengusulkan model analisis data interaktif 

yang meliputi:.  

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 25/6/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/6/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Erna Lupita Sigalingging - Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang...



41 
 

1. Pengumpulan Data  

Pada proses pengambilan data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi pada penelitian Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam 

Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi terdapat dua catatan 

penting yakni deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif mencatat secara 

objektif apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami peneliti tanpa 

penafsiran atau pendapat pribadi terhadap fenomena yang diamati. 

Sementara catatan reflektif berisi impresi, komentar, dan interpretasi 

peneliti terhadap temuan di lokasi penelitian, dan digunakan sebagai 

panduan untuk mengumpulkan data pada tahap selanjutnya. 

2. Reduksi Data  

Reduksi data adalah proses merangkum dan memilih informasi 

utama, serta memfokuskan pada aspek-aspek penting untuk 

mengidentifikasi tema dan pola. Langkah ini membantu peneliti dalam 

pengumpulan data lanjutan dan menemukan data tambahan yang diperlukan 

pada penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air 

Tanah di Kota Tebing Tinggi. Reduksi data akan berlanjut terus sesudah 

penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.  

3. Penyajian Data  

Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, atau hubungan antar kategori. Penyajian ini memberikan kemudahan 
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dalam memahami apa yang terjadi dan dapat membuat sebuah perencanaan 

langkah berikutnya dari apa yang dipahami. 

4. Penarikan Kesimpulan  

Langkah akhir analisis kualitatif adalah menarik kesimpulan berupa temuan 

baru yang belum ada sebelumnya. Menurut Sugiyono (2018:252) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah, 

namun juga memungkinkan tidak sepenuhnya menjawab, karena seperti 

yang telah dijelaskan, masalah dan rumusan dalam penelitian kualitatif 

bersifat sementara dan dapat berkembang selama penelitian di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil yang belum pernah 

terjadi sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih tidak jelas sehingga menjadi jelas setelah di teliti. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan  

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah dalam pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Tebing 

Tinggi, berdasarkan teori George Edward III, menunjukkan hasil yang 

bervariasi pada empat indikator utama. Komunikasi belum berjalan optimal 

karena masih ada wajib pajak yang belum mendapat sosialisasi terkait 

paraturan daerah dan belum memahami dengan jelas isi peraturan daerah 

tersebut. Sumber daya masih kurang, baik dari segi jumlah staf, kualitas 

kinerja yang terganggu akibat keterlambatan pemungutan pajak, maupun 

fasilitas meteran air yang belum merata bagi 11 wajib pajak. Disposisi 

berjalan dengan baik karena sistem pengangkatan birokrat yang jelas serta 

pemberian insentif yang rutin. Struktur Birokrasi sudah berfungsi dengan 

baik dalam mendukung implementasi kebijakan ini. 

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air 

Tanah Di Kota Tebing Tinggi yakni sosialisasi peraturan daerah yang belum 

merata keseluruh wajib pajak, staf dan fasilitas yang belum memadai, 

minimnya transparansi perhitungan pajak, kesadaran beberapa wajib pajak 

yang masih lemah dalam hal melakukan pelaporan pemberhentian usaha 

serta bunga pajak yang cukup tinggi bagi usaha yang tidak beroperasi secara 
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konsisten dan tertunggak dalam kurun waktu yang lama. Mereka berharap 

solusi yang lebih adil dan transparan dalam penyelesaian tunggakan dan 

denda pajak. 

5.2 Saran  

1. Bagi pemerintah perlu menetapkan regulasi yang lebih efektif dalam 

menyelesaikan permasalahan pajak. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpotensi 

memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang mengalami kondisi kahar. 

Namun, bagi mereka yang kesulitan membayar akibat ketidakstabilan 

usaha, diperlukan solusi yang lebih adil dan realistis. Sementara itu, 

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah yang masih berlaku hingga saat ini juga belum mampu 

menyelesaikan permasalahan tunggakan pajak dan justru berpotensi 

membebani wajib pajak dengan denda yang lebih besar. Hal ini terlihat dari 

terus meningkatnya jumlah tunggakan pajak setiap tahun. Oleh karena itu, 

pemerintah harus memberikan sebuah kebijakan yang dapat mengatasi 

permasalahan tersebut. 

2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing 

Tinggi perlu meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap wajib 

pajak tertunggak untuk mencegah peningkatan tunggakan pajak di masa 

mendatang dengan kunjungan dan menjalin komunikasi yang lebih baik dan 

intens terkait apa kendala wajib pajak yang tertunggak. Selain itu, 

mengoptimalkan sumber daya baik kuantitas dan kualitas petugas pajak dan 
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ketersediaan fasilitas pendukung seperti meteran air agar kebijakan 

perpajakan dapat diterapkan secara efektif dan efisien. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 

Pedoman Observasi  

Berikut pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi 
2. Fasilitas  
3. Pelaksanaan Pemungutan 
4. Sikap Pegawai  
5. Respon Wajib Pajak 

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing 

Tinggi  

Lokasi : Jl. Gn. Leuseur No. 2, Tj. Marulak, Kec. Rambutan, Sumatera Utara 

No Yang Diamati Ya Tidak Keterangan 
1. Struktur Organisasi  ✔  Terdaftar pada halaman 48  

 
2. SOP-Tupoksi  ✔  File tersedia dalam bentuk laporan  

 
3. Sikap Pegawai ✔  1. Ramah  

2. Tangkas (cepat tanggap) 
Indikator ini diamati mulai 
dari proses awal penelitian 
hingga penelitian berakhir. 
 

4. Visi Misi  ✔  Terdaftar di Bab V halaman 45 
  

5. Sikap Respon Wajib 
Pajak  

✔  Baik dan ramah, tetapi dalam 
membayar pajak mereka sedikit acuh 
dan tak acuh jika ditanyai tentang 
pajak. 
 

6. Data Wajib Pajak Air 
Tanah 

✔  Terdaftar di Lampiran halaman 105 
 

7. Sarana Prasarana 
a. Ruang Kerja  
b. Ruang Tunggu 
c. Parkir  
d. Toilet 

✔  Sarana prasarana di lihat langsung 
oleh peneliti dan layak pakai 
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e. Papan Informasi  
f. Ruang Arsip  
g. Perangakat 
Komputer  
h. WiFi 
i. Meteran air  

8. Website Instansi  ✔  https://bpkpd.tebingtinggikota.go.id/ 
 

9. Sosial Media 
Instansi 

✔  Email: 
bpkpad@tebingtinggikota.go.id 
Instagram: bpkpdtebingtinggi 
 

10. Laporan 
Pengaduan/Informasi 

✔  Layanan pengaduan dapat melalui 
website 
https://bpkpd.tebingtinggikota.go.id/  
Call center:  (0621)-23837 
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Lampiran 2 

Pedoman Wawancara  

No Indikator Pertanyaan 
1. Komunikasi  Wawancara dengan Informan Kunci  

1. Bagaimana mekanisme sosialisasi Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi? 

2. Apakah pesan dan instruksi mengenai 
implementasi pajak air tanah disampaikan 
dengan jelas kepada pelaksana lapangan? 

3. Apakah ada perubahan dalam komunikasi 
yang disampaikan selama implementasi 
peraturan daerah ini? 

4. Bagaimana mekanisme bagi wajib pajak 
yang terutang Pajak Air Tanah? 

Wawancara dengan Informan Utama  
1. Apakah informasi atau instruksi terkait 

implementasi peraturan daerah disampaikan 
dengan jelas dan tepat waktu? 

2. Apakah ada perubahan dalam komunikasi 
yang disampaikan selama implementasi 
peraturan daerah ini? 

3. Bagaimana mekaniasme bagi wajib pajak 
yang terutang Pajak Air Tanah? 

Wawancara dengan Informan Tambahan  
1.  Apakah Bapak/Ibu mendapatkan sosialisasi 

peraturan daerah pemungutan pajak air 
tanah? 

2. Apakah informasi yang diberikan sudah jelas 
terkait kewajiban membayar pajak air tanah? 

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana 
mekanisme tunggakan pajak? 

2. Sumber Daya Wawancara dengan Informan Kunci  
1. Apakah jumlah dan kompetensi staf yang 

tersedia untuk melakukan pemungutan PAT 
sudah memadai? 

2. Apakah pelaksana kebijakan memahami 
peraturan daerah tupoksinya? 

3. Apakah wewenang yang diberikan dalam 
pemungutan PAT sudah terdistribusi dengan 
baik? 

4. Apakah fasilitas yang disediakan untuk 
pelaksanaan pemungutan PAT sudah 
memadai? 
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Wawancara dengan Informan Utama  
1. Apakah sejauh ini pelaksana kebijakan 

merasa kesulitan dengan sdm yang minim? 
2.  Apakah wewenang saat ini sudah cukup 

dalam melaksanakan pemungutan PAT? Jika 
belum dengan legitimasi apa yang 
mendukung pelaksanaan kebijakan 

3. Apakah fasilitas yang ada sudah memadai? 
 
 

Wawancara dengan Informan Tambahan 
1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh petugas PAT? 
2. Apakah Bapak/Ibu menerima informasi yang 

jelas mengenai kewajiban dalam membayar 
PAT? 

3. Apakah fasilitas yang disediakan oleh 
BPKPD dalam pelaksanaan pemungutan PAT 
sudah memadai? 

3. Disposisi Wawancara dengan Informan Kunci  
1. Bagaimana proses pengangkatan dan 

pemilihan personel yang terlibat dalam 
pelaksanaan kebijakan PAT ini? 

2. Apakah ada bentuk insentif yang diberikan 
kepada pelaksana kebijakan dalam 
melaksanakan tugas pemungutan PAT? 

Wawancara dengan Informan Utama  
1. Bagaimana proses pengangkatan dan 

pemilihan personel yang terlibat dalam 
pelaksanaan kebijakan PAT ini? 

2. Apakah ada insentif khusus yang diterima 
selama pelaksanaan kebijakan pemungutan 
PAT ini? 

Wawancara dengan Informan Tambahan 
1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap 

sikap dan pelayanan yang diberikan oleh 
petugas PAT? 

4. Struktur Birokrasi  Wawancara dengan Informan Kunci  
1. Apakah kebijakan pemungutan PAT 

didukung dengan SOP yang jelas? 
2. Apakah pelaksanaan kebijakan pemungutan 

PAT melibatkan banyak badan atau instansi? 
Wawancara dengan Informan Utama  

1. Apakah kebijakan pemungutan PAT 
didukung dengan SOP yang jelas? 
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2. Apakah pelaksanaan kebijakan pemungutan 
PAT melibatkan banyak badan atau instansi? 

Wawancara dengan Informan Tambahan  
1. Menurut Bapak/Ibu apakah proses 

pemungutan PAT dilakukan dengan baik dan 
terstruktur? 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami 
kebingungan terkait instansi atau badan yang 
bertanggung jawab dalam pemungutan PAT? 
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Lampiran 3 

Dokumentasi di Lapangan 

1. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Ira Octa Sari Silalahi, S.E selaku Kepala 

Sub Bidang Bagian Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Kota Tebing Tinggi 

 

 

 

 

 

2. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hendra Sutianto selaku Petugas 

Pajak Air Tanah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Tebing 

Tinggi. 
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3. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Agustino pemilik usaha Es Kristal 

wajib Pajak Air Tanah di Kota Tebing Tinggi 

 

 

 

 

 

4. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hendrik pemilik Hotel Lims wajib 

Pajak Air Tanah Kota Tebing Tinggi 
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5. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Yantines pemilik pabrik mie wajib 

Pajak Air Tanah Kota Tebing Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Evan pemilik Rizky Water wajib Pajak 

Air Tanah Kota Tebing Tinggi  
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7. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Rusdianto pemilik Sutra Water wajib 

Pajak Air Tanah Kota Tebing Tinggi  

 

 

8. Dokumentasi Bangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

Kota Tebing Tinggi  
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Lampiran 4 

Biodata Informan  

a. Informan Kunci  

Nama    : Ira Octa Sari Silalahi, S.E 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Umur    : 41 tahun 

Pekerjaan   : Kepala Sub Bidang Bagian Pajak Daerah BPKPD  

  Kota Tebing Tinggi 

b. Informan Utama  

Nama    : Hendra Sutianto 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    : 53 tahun 

Pekerjaan   : Petugas Pajak Air Tanah BPKPD Kota Tebing  

  Tinggi 

c. Informan Tambahan  

Nama    : Agustino  

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    : 26 tahun  

Pekerjaan   : Pemilik usaha Es Kristal  

d. Informan Tambahan  

Nama    : Hendrik  

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    : 60 tahun  
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Pekerjaan   : Pemilik Hotel Lims 

e. Informan Tambahan  

Nama    : Yantines 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    : 61 tahun  

Pekerjaan   : Pemilik Pabrik Mie 

f. Informan Tambahan  

Nama    : Evan  

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    : 46 Tahun  

Pekerjan  : Pemilik Rizky Water  

g. Informan Tambahan  

Nama   : Rusdianto  

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    : 75 Tahun  

Pekerjan  : Pemilik Sutra Water 
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Lampiran 5 

Data Wajib Pajak Air Tanah 
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Lampiran 6 

Standar Operasional Prosedur  
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Lampiran 7 

Surat Izin dan Selesai Riset/Penelitian 
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